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Lampiran 1 

Pedoman Wawancara 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP  

PSAP NO. 07 BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010  

PADA DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU (PMPTSP) KABUPATEN PONOROGO 

 

 

1. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 

Kabupaten Ponorogo telah menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual? 

2. Sejak kapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PMPTSP) Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual? 

3. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi berbasis Akrual pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten 

Ponorogo? 

4. Sistem akuntansi berbasis akrual apa saja yang diterapkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten 

Ponorogo? 

5. Untuk transasksi apa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem akuntansi berbasis 

Akrual? 

6. Siapa saja yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi berbasis Akrual 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) 

Kabupaten Ponorogo? 

7. Bagaimana Perolehan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PMPTSP)? 

8. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan 

dalam pengadaan belanja modal pada Dinas PMPTSP? 

9. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan 

dalam pengadaan belanja modal, terdapat dua metode, yaitu metode tender dan 

pengadaan langsung, metode apa yang digunakan pada Dinas PMPTSP? 
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10. Bagaimana dengan hibah pada perlakuan akuntansi aset tetap khususnya 

pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal pada Dinas PMPTSP? 

11. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pencatatan penyusutan  

pada Dinas PMPTSP? 

12. Bagaimana pula dengan proses pengehentian dan pelepasan apakah lewat lelang 

atau pemusnahan? 
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Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 
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TRANSKRIP WAWANCARA 01  

 

Nama Informan : Dr. Agus Sugiarto, M.Si. 

Usia   : 47 tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas PMPTSP 

Alamat   : Ponorogo 

Waktu Wawancara : Nopember 2020 

Jam   : Jam Kerja 

Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo 

Pertanyaan  Jawaban 

a. Apakah Dinas PMPTSP telah 

menerapkan sistem akuntansi 

berbasis Akrual? 

Dinas PMPTSP Sudah menerapkan  sistem 

akuntansi berbasis Akrual 

b. Sejak kapan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PMPTSP) 

Kabupaten Ponorogo 

menerapkan sistem akuntansi 

berbasis Akrual? 

Penerapan tersebut sesuai Pasal 10 ayat 

(1) Permendagri tersebut, peraturan 

kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 

dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

(SAPD), di mana aturan tersebut harus 

sudah ditetapkan paling lambat pada 

tanggal 31 Maret 2014. Terbitnya 

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 

tersebut semakin memperjelas model 

akuntansi berbasis Akrual. 

c. Bagaimana Perlakuan akuntansi 

aset tetap pada Dinas PMPTSP? 

Memang selama ini perlakuan aset tetap 

disini masih mengikuti pola yang dilakukan 

dari dulu, namun tetap berdasarkan 

standar yang ada yaitu standar yang  

ditentukan oleh dinas DPPKAD. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) harus 

mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun 

perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas 

PMPTSP meliputi; Pengakuan Perolehan 

yang terdiri dari Pengadaan Belanja 

Modal dan hibah. Pencatatan Penyusutan 

dan Penghentian dan pelepasan yang 

terbagi atas Lelang dan Dimusnahkan- 
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TRANSKRIP WAWANCARA 02  

 

Nama Informan : Wikranti, S.Si.. 

Usia   : 48 tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Data informasi dan Pengendalian Dinas 

  PMPTSP 

Alamat   : Ponorogo 

Waktu Wawancara : Nopember 2020 

Jam   : Jam Kerja 

Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo 

Pertanyaan Jawaban 

a. Bagaimana penerapan sistem 

akuntansi berbasis akrual, Dinas 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PMPTSP) Kabupaten 

Ponorogo? 

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi 

berbasis akrual, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PMPTSP) Kabupaten Ponorogo, hanya 

menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap  

PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 

Tahun 2010. Hal yang menyebabkan Dinas 

PMPTSP hanya menerapkan perlakuan 

akuntansi aset tetap  PSAP No. 07 

berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah 

karena pada laporan keuangan Dinas 

PMPTSP, hanya perlakuan akuntansi aset 

tetap  PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 

Tahun 2010 yang datanya ada, data 

lainnya terupload dalam laporan keuangan 

dinas lainnya.. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 03  

 

Nama Informan : Sumarni, S.Sos. 

Usia   : 51 tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 

  Dinas PMPTSP 

Alamat   : Ponorogo 

Waktu Wawancara : Nopember 2020 

Jam   : Jam Kerja 

Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo 

Pertanyaan Jawaban 

a. Bagaimana Pengakuan aset tetap 

pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PMPTSP)? 

Pengakuan aset tetap pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) harus 

sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan yaitu: 1) Berwujud, 2) 

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan3) Biaya perolehan aset 

dapat diukur secara andal, 3) Tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 

normal entitas, 4) Diperoleh atau dibangun 

dengan maksud untuk digunakan, 5) Nilai 

Rupiah pembelian barang material atau 

pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut memenuhi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap yang telah 

ditetapkan. 

b. Bagaimana perlakuan akuntansi 

aset tetap khususnya pengakuan 

perolehan dalam pengadaan 

belanja modal pada Dinas 

PMPTSP? 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak  

memungkinkan maka nilai aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat 

perolehan. Suatu aset tetap mungkin 

diterima pemerintah sebagai hadiah atau 

donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin 

dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh 

pengembang (developer) dengan tanpa 

nilai yang memungkinkan pemerintah 

daerah untuk membangun tempat parkir, 

jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. 

Perolehan aset tetap didasarkan dari dua 
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Pertanyaan Jawaban 

kegiatan: 1) Pengadaan belanja modal 

meliputi; Tender, Pengadaan langsung. 2) 

Hibah melalui; pemerintah diatasnya, 

instansi linier dan masyarakat 

 

 

. 

c. Metode penyusutan apa yang 

dipergunakan oleh Dinas 

PMPTSP? 

Metode penyusutan aset tetap 

Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yaitu 

menggunakan metode garis lurus (straight 

line method)-. 

d. Bagaimana perlakuan akuntansi 

aset tetap khususnya pengakuan 

perolehan dalam pengadaan 

belanja modal? 

 

Terdapat dua metode perlakuan akuntansi 

aset tetap khususnya pengakuan perolehan 

dalam pengadaan belanja modal, yaitu 

metode tender dan pengadaan langsung 

Harga perolehan di tentukan berdasarkan 

harga beli ditambah seluruh biaya yang di 

keluarkan untuk memperoleh dan 

menyiapkan hingga aktiva tetap tersebut 

siap digunakan dan umur ekonomis sudah 

ada ketentuan dari pihak aset sesuai jenis 

aset tetap.- 

e. Bagaimana perlakuan akuntansi 

aset tetap khususnya pencatatan 

penyusutan  pada Dinas 

PMPTSP? 

 

Aset tetap disusutkan berdasarkan masa 

manfaat atau umur ekonomis dan tarif 

penyusutan yang berbeda-beda sesuai 

dengan jenis aset tetap yang disusutkan 

yang telah ditetapkan dalam kebijakan 

akuntansi Kabupaten Ponorogo. Aset tetap 

disajikan berdasarkan biaya perolehan 

aset tetap tersebut dikurangi akumulasi 

penyusutan.  Nilai penyusutan untuk 

masing-masing periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat aset tetap dan 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap.. 

f. Bagaimana pula dengan proses 

pengehentian dan pelepasan aset, 

apakah lewat lelang atau 

pemusnahan? 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca 

ketika dilepaskan atau bila aset secara 

permanen dihentikan penggunaannya dan 

tidak  ada manfaat ekonomik masa yang 

akan datang. Aset tetap yang secara 

permanen dihentikan atau dilepas  harus 

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan 

dalam Catatan atas  Laporan Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerintah tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus 
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Pertanyaan Jawaban 

dipindahkan  ke pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang 

dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah tidak memenuhi definisi aset 

tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Waktu pelepasan aset tetap ketika aset 

tersebut sudah tidak ada manfaat ekonomi 

di masa yang akan dating. Pengakuan di 

neraca atas aset tetap yang secara 

permanen di hentikan atau di lepas harus 

di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). Pemindahan aset tetap 

yang telah dilepas akan dipindahkan ke pos 

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat- 
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TRANSKRIP WAWANCARA 04 

 

Nama Informan : Pungky Purboyo, SE., MM. 

Usia   : 39 tahun 

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas PMPTSP 

Alamat   : Ponorogo 

Waktu Wawancara : Nopember 2020 

Jam   : Jam Kerja 

Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo 

Pertanyaan Jawaban 

a. Apakah seluruh pegawai yang 

ada di Dinas PMPTSP terlibat 

dalam pelaksanaan PSAP No. 07 

berdasarkan PP No. 71 Tahun 

2010? 

Sebagai abdi negara yang terikat pada 

peraturan yang ada, seluruh pegawai yang 

ada di Dinas PMPTSP terlibat dalam 

pelaksanaan PSAP No. 07 PP No. 71 

Tahun 2010, meski tentu saja hanya yang 

terkait secara langsung yang terlibat 

secara aktif”. 
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Lampiran 3 

Data Laporan Keuangan 
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DATA LAPORAN KEUANGAN 
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Lampiran 4 

Dokumentasi Gambar 
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DOKUMENTASI GAMBAR 
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Lampiran 5 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 6 

Berita Acara Bimbingan 

Skripsi 
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